
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN KARO

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwauntukmeraksanakan kententuan pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i12 Tahun za16
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan publik rertentu di Lingkungan pemerintah
Daerahperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara pelaksanaan Konfirmasi status wajib pajak
Terhadap pemenuhan Kewajiban pajak di t<abupalen
Karo;

: 1. Undang-Undang Drt. Nomclr 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten_
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara nepuUtit<
Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fig2l;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubtif
Indonesia Tahun ZAO7 Nomor LLZ, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2AOg tentang
Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 50a9);

4. Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 2A11. tentang
Pembentukan Peraturan perund,ang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor s234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2}rc
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 201i tentang pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Tahun 2CItg Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);

5. Undang-Undang...



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZA14 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS8Z),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5629);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2An
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OOg tentang Pelayanan publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2A361 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2OL8 tentang Perubahan atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2AW Nomor lSTl;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib pqiak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkunga.n
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ZOLT Nomor lZ6J;
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor O3);
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun ZOt6
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun ZOL6 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Karo Nomor O4 Tahun 2Ol7 tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun ZOLT Nomor O4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI
KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

6.

7.

8.

9.

10.

Menetapkan :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintah-..



2' Pemerintah Daerah adalah Bupati Karo sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahanan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.3. Kabupaten adalah Kabupaten Karo.

4. Badan adalah sekumpuran orang d,anlatau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan rainnya, badan usaha milik ,g ri (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan ,"rrrl dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, d*" pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasall, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya, rembaga dan uentut< badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.5. Penzinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan
Penanaman Mgdat yang dikeluarkan otifr Pemerintahan pusat,
Pemerintahan Daerah, Badan pengusahaan Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, aan Aaministrator Kawasan EkonomiKhusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasfiskal, dan informasi mengenai penanaman naoaal 
-*"*rr,i 

dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan aan Perkotaan selanjutnya
disebut PBB-P2 3d3lah pajak atas bumi dan/atau bangun€Ln yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang f,*r"ai atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk r.egiatan usaha
perkebunan, perhu tarLa n, dan pertambangan.

8. wajib pajak adalah orarlg pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pqiak, yang *"-prrrryai hakdan kewajiban sesuai dengan peraturan -perundang-undangan

perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status w4iib pEak yang selanjutnya disingkat dengan

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan otef, 
- 
Pemeriritah Daerah

sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh
keterangan status Wqjib pqjak.

10. Keterangan Status Wqiib P4iak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status
wajib PEak atas layanan pubrik tertentu pada perangkat Daerah.

11. Kantor Pelayanan pajak yang selanjutnya disingk:at Kpp, adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepi.da
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kerienterian
Keuangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk
melakukan KSWP dalam pelayanan pedzinan dan nonpenzinxt.

Pasal 3

Ttrjuan dari Peraturan Bupati ini adarah untuk meningkatkan
kepatuhan wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpdakannya.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 4

(U setiap pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah wajib
dilakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status wqiib
Pqjak.

t2) KSWP...



(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
onlineldasrng atau dalam jaringan melalui sitem informasi milik
Pemerintah Daerah untuk PBB P2 dan sistem informasi milik
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Pelaporan
surat Pemberitahuan pajak penghasilan dalam rangka
memperoleh keterangan status Wajib pajak Valid.

(3) Dalam hat KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (z) dinyarakan
status tidak valid maka wqiib pajak harus menyelesaikan
kewajiban untuk mendapatkan status u/dib pajak va[d:(4) Dalam hal pelaksanaa-n KSlI/p sebagaimana dimaksud pada ayat
{21 tidak dapat dilakukan secara ontineldaing atau dalam
jaringan, KSWP dapat dilakukan secara manuall turing atau luar
jaringan oleh wajib Pajak untuk memperoleh Keteranga_n status
Wajib Pajak dengan status valid.

(5) Keterangan status w4jib pajak dengan status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) diperoleh dari kantor pelayrrr*., pq.iak
dan/atau Bada-n Pengelola Keuangan, pendapat dan Aset Daerah
Kabupaten Karo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal S

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, meme.intahkan pingundangan
peraturan Bupati ini dengan penernpatannya daiam berita dairah.

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2O Xamnri Zezt

SEKRETA

LE

KABUPATEN KARO,

RKELIN PURBA

DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2A2I NOMOR CZ.

KAM


